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Penelitian ini berlokasi di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali
Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah untuk Pemerintahan Desa Benteng
Tellue yang ditinjau dari perspektif Islam atau dengan kata lain untuk melihat
relasi antara Pemerintahan Desa Benteng Tellue dengan nilai-nilai keislaman.
Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Data tentang kinerja
birokrasi Desa berupa observasi, dan dikembangkan dengan wawancara dengan
narasumbet. Data dan Informasi tersebut dianalisa secara deskriptif analisis dari
wawancara dan data yang dari penelitian. Dalam skripsi ini menggunakan teori
Politik Profetik yang diperkuat dengan beberapa konsep tentang pemerintahan
Islam yang dijadikan sebagai inidikator dalam menarik kesimpulan dari
pembahasan.Hasil penelitian menunjukan Tata Kelola Pemerintahan Birokrasi
Desa di Desa Benteng Tellue Keacamatan Amali Kabupaten Bone pada
prinsipnya sebagai mana yang dikatakan al-Mawardi bahwa hendaknya dalam
kepemimpinan Islam tidak boleh ada intervensi yang dapat mempengaruhi
pemimpin dalam menjalankan tugasnya meskipun diketahui bahwa Desa Benteng
tellue adalah Desa yang rawan yang dikenal sebagai desa dengan segala bentuk
kekerasan didalamnya namun itu tidak member intervensi terhadap pemerintah.
Hal ini menunjukan bahwa Tata Kelola Pemerintahan disana dijalankan sesuai




Umat Islam yang mayoritas penduduk Indonesia mendambakan tampilnya
kepempinan Islam disetiap level di dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yaitu kepala
desa, yang diharapkan mampu mengelolah sistem pemerintahannya berdasarkan
dengan prinsip dasar politik islam.1
Masalahnya sangat gampang dijelaskan. Meskipun di Indonesia kaum
muslimin merupakan mayoritas penduduknya namun sikap-sikap yang ditawarkan
oleh politik Islam dalam kepemimpinan tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari
sehingga dengan mudah kita melihat tampilnya pemimpin muslimin yang tidak
amanah.2
Allah SWT Berfirman dalam Surah Al-Anfaal Ayat 27:
                   
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.3
1 Muhdi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, M.Ag, Studi Kepemimpinan Islam,
(Semarang:Putra Mediatama Press 2008), h. 8.
2 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, M.Ag, Studi Kepemimpinan Islam,
(Semarang:Putra Mediatama Press 2008),h.  8.
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h.
267.
2Dalam Islam kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang
tidak hanya  dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya,
tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, maka dari pada
itu seorang pemimpin harus bersifat amanah (dapat dipercaya), sebab ia akan
diserahitanggung jawab. Jika pemimpin tidak  mempunyai sifat amanah, tentu
yang terjadi adalah penyalah gunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang
tidak baik. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar
menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggung jawabkan, baik
dunia maupun dihadapan Allah SWT.
Nabi SAW bersabda:
 َﻋ ْﻦ َا ِﺑ ْﻲ ُﻋ َﺮﻤ َﻋ ﱠﻦ ﱠﻨﻟا ِﺒ ﱡﻲ َﻗ َﻞ ُﻛ : ﱡﻞ ُﻛ ْﻢ َر ٍعا َو ُﻛ ﱡﻞ ُﻛ ْﻢ َﻣ ْﺴ ُﺆ ٌل َﻋ ْﻦ َر ِﻋ ﱠﯿ ِﺘ ِﮫ َﻓ ِْﻺ َﻣ ُمﺎ ﱠﻟا ِﺬ َﻋ ى َﻠﻰ ﱠﻨﻟا ِسﺎ َر ٍعا َو ُھ َﻮ َﻣ ْﺴ ُﺆ ٌل
 َﻋ ْﻦ َر ِﻋ ﱠﯿ ِﺘ ِﮫ َو ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ َر ٍعا َﻋ َﻠ َأ ﻰ ْھ ِﻞ َﺑ ْﯿ ِﺘ ِﮫ َو ُھ َﻮ َﻣ ْﺴ ُﺆ ٌل َﻋ ﱠﻨ ُﮭ ْﻢﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ)(
Artinya :
“Dari IbnuUmar  r.atelahBersabdaNabi SAW:Setiap kamu adalah
pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas
kepemimpinannya. Seorang Imam yang menjadi pemimpin rakyat
bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung
jawab atas rumah tangganya”.4 (HR. Al-Bukhari).
Bahkan banyak dari mereka terseret dalam politik “menghalalkan segalah
cara”. Pada hal ketika kita berbicara tentang politik Islam, maka hal yang paling
muncul dibenak kita adalah tentang penanaman nilai yang berdasarkan prinsip
Islam yang kemudian diterapkan dalam sistem tata kelola pemerintahan, tapi,
faktanya dilapangan sangat jarang kita lihat adanya pemimpin yang berlatar
belakang Islam yang mengelolah pemerintahaannya berdasarkan dengan prinsip
4Djazuli, Fiqh Siyasah, (jakarta: Pranata Media Group 2009), h. 7.
3Islam, terutama tentang transparansi sehingga praktek-praktek mafia dalam
pemerintahan sangat sering dijumpai.5
Kita dapat melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang muslim
bahkan tidak sedikit menggunakan Islam sebagai identitas  khasnya, tetapi
menjadi petualang politik yang tidak berakhlak. Tidak sedikit pemimpin kita yang
tampil di tengah-tengah masyarakat dengan slogam memperjuangkan Islam dan
kaum muslimin namun nyatanya bertindak korup dan memalukan umat Islam
sendiri di tengah-tengah publik. Diantara para koruptor dan pelanggar HAM serta
pelaku kesewenang-wenangan terdapat banyak orang-orang, bahkan tokoh
Muslim. Tidak jarang Islam dan umat Islam di jadikan alat oleh mereka yang
menduduki posisi penting dalam kepemimpinan untuk mencari keuntungan diri
atau kelompokya sendiri. Sifat amanah, tahu diri, tahu malu sering kali hilang dari
para pemimpin bangsa yang umumnya adalah kaum muslimin. Betapa pilu hati
kita manakala para pemimpin kita memperjual belikan prinsip perjuangan dengan
uang sehingga kebenaran yang seharusnya dikatakan terbuka ternyata harus
disembunyikan karena pemimpin rakyat muslim itu telah menerima suap atau
menjual prinsipnya. Betapa sedih dan malu kita ketika melihat pemimpin
komunitas muslim mengkhianati kelompoknya sendiri dengan berbagai dalil
hanya karena mendapat imbalan uang atau jabatan dengan melakukan
pengkhianatan itu.6
5 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam,(Semarang:Putra
Mediatama Press 2008), h.  8.
6 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press 2008), h.  8.
4Seorang filosof dan politikus Prancis level dunia, Garaudy pun merasakan
hal ini sehingga ia terus mencari jawaban atas bencana tersebut. Akhirnya,
tersingkaplah kenyataan yang membelalakkan dan ia menyatakan keislamannya
tahun 1982. Ia mulai sering mengkritisi kemerosotan peradaban Barat, salah
satunya tentang politik.7
Keadaan seperti ini telah lama kita rasakan sehingga jika berbicara krisis
multi dimensi yang menimpa bangsa Indonesia  belakangan ini harus kita akui
bahwa keadaan tersebut karena bobroknya kepemimpinan yang juga
dikontribusikan oleh pemimpin yan “mengaku” muslim atau tokoh Islam sehingga
dalam menjalankan sistem pemerintahaannya sangat jauh dari apa yang
dicontohkan dalam politik islam itu sendiri.8
Perwujudan pemerintahan yang baik dan berwibawa seperti yang
dicontohkan oleh politik Islam sebagai cara  untuk merombak sistem
pemerintahan yang korup. Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang
baik, diperlukan perangkat utama yakni aktor politik yang memenuhi  kriteria:
1. Demokrat, rendah hati, dan tolera
2. Strong, clean, dan visioner,
3. Berani merekonsiliasi perbedaan,
4. Bersedia menerima kesalahan,
5. Mempunyai kompetensi dan track record yang baik,
6. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan
7 Muhammad Elvandi, Inilah politikku,(Solo: PT Era Adicitra Intermedia 2011), h. 198-
19.9.
8 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press2008), h. 9.
57. Memiliki keluarga yang baik.9
Govermance, memiliki standar dan ukuran tersendiri untuk dapat dikatakan
baik,menurut Achmad Santosa, govermance dinilai baik apabila memenuhi
sejumlah kriteria:
a) Sumberdaya ataupun masalah-masalah publik dikelola secara efektif
sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
b) Pengelolaan dilakukan secara efisien dan responsif, dilandasi oleh iklim
politik yang demokratis, dan
c) Sumber daya dan masalah publik tersebut dikelolah dengan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel.10
Hal inilah yang diperlukan oleh para aparatur pemerintahan Indonesia
sampai dengan tingkat daerah. Di daerah kabupaten Bone misalnya, kurangnya
transparansi dalam yang dilakukan oleh pemerintah dan bobroknya pelayanan
publik yang dilakukan oleh staf pemerintahan mmembuat masyarakat terkadang
malas untuk bertemu dengan pelayannya yang ada diberikan amanah
dipemerintahan.
Bahkan tidak kurang dari mereka kurang mengerti akan tugas dan
tanggung jawab yang diembannya sehingga yang terjadi mereka ketika
masyarakat meminta untuk dilayani dia terkesan cuek dan meminta imbalan atas
apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab bagi mereka. Hal ini membuktikan
9 Anggriani Alamsyah, Etika politik (Makassar :UIN Alauddin Press,  2012 ), h 168.
10 Anggriani Alamsyah, Etika politik (Makassar :UIN Alauddin Press,  2012 ), h 168.
6bahwa mereka tidak amanah terhadap apa yang seharusnya menjadi  tanggung
jawab mereka.
Allah SWT Berfirmah dalam Surah An-Nisa Ayat 58:
                    
        
Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”11.
Hal yan demikian adalah model tata kelola pemerintahan yang tidak bisa
dijalankan di dalam Islam, karena amanah merupakan hal yang harus
dipertanggung jawabkan serta akan mendapat kosikuensi yang berat ketika kita
khianat terhadap amanah tersebut. Dalam hadits Rasulullah SAW Bersabda:
 َنﺎَﺧ َﻦُِﻤﺗْؤا اَِذإَو ،ََﻒﻠَْﺧأ َﺪَﻋَو اَِذإَو ،َبِﺬَﻛ َثَﺪَﺣ اَِذإ :ٌَثَﻼﺛ ِِﻖﻓَﺎﻨُﻤْﻟا َُﺔﯾآ
Artinya:
“Tanda-tanda orang munafik ada tiga; jika berbicara ia berbohong, jika
berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat.”12 (Muttafaq
Alaihi).
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h.
77.
12 Djazuli, Fiqh Siyasah, (jakarta: Pranata Media Group 2009), h. 7.
7Maka dari itu Desa Benteng Tellue yang mayoritas penduduknya adalah
Islam hendaknya dijalankan dengan baik dan benar, disamping desa ini mayoritas
penduduknya Islam desa ini juga ini dikenal sebagai desa yang paling rawan di
Kecamatan Amali karena penduduknya yang ketika kita melihat sejarah
peradaban di Desa ini adalah Desa yang penduduknya diduga sebagai sebagai
pencuri ternak dan selalu mengedepankan sifat premanismenya dalam kehidupan
sehari-sehari termasuk juga dalam setiap gelaran pesta demokrasi di Desa ini, hal
ini kemudian sangat memungkinkan adanya intervensi dari masyarakat yang
merasa diri lebih dari pada orang lain terhadap pemerintah dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya.
Dengan beberapa permasalahan yang terjadi diatas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dengan mengangkat satu judul,
yaitu: “TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF
ISLAM: STUDI DI DESA BENTENG TELLU’E KECAMATAN AMALI
KABUPATEN BONE.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah yang
akan di teliti adalah:
1. Bagaimana tata kelola pemerintahan di Desa Benteng Tellu’e Kecamatan
Amali Kabupaten Bone
2. Bagaimana relevansi prinsip kepemimpinan dalam Islam dengan tata
kelola pemerintahan di Desa Benteng Tellu’e Kecamatan Amali
Kabupaten Bone
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
8Adanya persoalan-persoalan dalam tata kelola pemerintahan yang
dilakukan oleh umat Islam yang seakan-akan menjalankan pemerintahan
melenceng dari nilai-nilai keislaman, Sehingga penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang tujuan penelitian antara lain
a. Untuk mengetahui sistem tata kelola pemerintahan di Desa Benteng
Tellu’e Kecamatan Amali Kabupaten Bone
b. Untuk melihat bagaimana relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan
dalam  Islam dengan tata kelola pemerintahan di Desa Benteng
Tellu’e Kecamatan Amali Kabupaten Bone dalam perspektif Islam
Islam
2. Kegunaan penelitian
Kegunaan yang di harapkan dari penelitian antara lain:
a. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian di harapkan dapat berguna bagi semua kalangan dan
memberi gambaran pengetahuan terhadap aparatur Desa Benteng Tellu’e tentang
tata kelola pemerintahan yang baik menurut Islam, sehingga diaharapkan mampu
untuk mengamalkannya didalam pemerintahannya.
b. Kegunaan praktis
Penelitian diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan
yang berkaitan dengan penelitian mengenai tata kelola sistem pemerintahan
aparatur Desa Benteng Tellu’e dalam perspektif politik Islam. Sehingga dapat
berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika yang
akan melakukan penelitian selanjutnya di desa-desa lainnya.
9Selain itu manfaat penelitian di tujukan pula bagi masyarakat terkhusus
kepada masyarakat Desa Benteng Tellu’e sehingga dapat menegetahui bagaimana
sistem tata kelola yang dilakukan oleh pemerintahnya dan tata juga dapat
mengetahui sistem tata kelola pemerintahan dalam Islam, sehingga mereka
mampu mengawal aparatur Desa tersebut ketika melenceng dari nilai-nilai
keislaman
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan-
kalangan seperti:
a.) Bagi aparatur Desa Benteng Tellu’e sehingga mampu menjalankan
pemerintahannya sesuai dengan yang dicanamkan oleh politik Islam
b.) Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa
yang telah di dapatkan di bangku kuliah, selain itu hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di
masa yang akan datang
c.) Manfaat ilmiah peneltian
1. Penelitian ini di tujukan sebagai kontribusi pengetahuan  terhadap
sesuai atau tidak sesuainya tata kelola pemerintahan Desa
Benteng Tellu’e dengan tata kelola pemerintahan dalam politik
Islam.
2. Dengan tercapainya beberapa tujuan penelitian ini, diharapkan
dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi aparatur Desa
Benteng Tellu’e sehingga mampu menjalankan pemerintahannya
sesuai dengan prinsip politik Islam atau aparatur desa lainnya
10
agar lebih mampu menjalankan pemerintahannya sesuai dengan
prinsip politik Islam.
D. Tinjauan Pustaka
Sejauh pengamatan penulis, diterjemahkan beberapa karya yang berkaitan
dengan beberapa tema.
1. Ahmad Ilyas Hidayat,  dalam skripsinya: Kekuasaan Dalam perspektif
Politik Islam,
yaitu:Mengkonsepkan bagaimana seharusnya hubungan antara ketiga lembaga
itu,yaitu: eksekutif, legislati, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut mempunyai
pembagian masing-masing serta mempunyai fungsi dalam pemerintahan Islam.
Lembaga legislatif berfungsi sebagai pemegang pemerintahan yang dilandaskan
dengan syariat Islam yang bersumber dengan Al-Qur’an dan Hadits. Eksekutif
bersumber sebagai menegakkan hukum Islam yang berpegang dengan Allah yang
menyampaikan melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan yudikatif
berfungsi sebagai menyelesaikan suatu urusan perkara dalam hukum pidana
dalam suatu Masyarakat. Dari fungsi masing-masing dari pemegang kekuasaan
lembaga tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang secara harmonis dan
tidak dapat dipisahkan dalam pemerintahan Islam. Dalam pemerintahan Islam
lembaga tersebut mempunyai dasar-dasar dalam Al-Qur’an.13
2. Aswar, dalam skripsinya: Pemisahan kekuasaan dalam daulah khilafah
islamiyyah
13Ahmad Ilyas Hiadayat, Kekuasaan Dalam Perspektif Islam, (Samata:Jurusan Ilmu
Politik 2012), h. 86
11
(Study Pemikiran Hisbu Tahrir), dalam tulisan ini tulisan ini, pemikiran Hisbu
Tahrir, mengatakan bahwa, trias politica, ternyata dalam Daulah Khilafah
Islamiyah sudah ada dengan nama yang berbeda, tetapi fungsi menurut penulis
mirip karena tidak memiliki keputusan mutlak.14
Lembaga legislatif atau majelis syuro dalam Daulah Khilafah Islamiyah
berfungsi untuk menafsirkan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-
Nya.Hasil penafsiran itu kemudian menjadi undang-undang negara. Sementara itu
legislatif berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah.15
Lemabaga Eksekutif atau khilafah berfungsi untuk menegakkan pedoman
Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur’an dan hadits, serta untuk
menyampaikan kepada masyarakat agar mengakui pedoman ini untuk dijalankan
dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian eksekutif (khilafah)
berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, dan melaksanakan hukum dengan
seadil-adilnya sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam. Selain dari pada
itu seorang khilafah berfungsi sebgai pengayom umat serta menjadi pelayan
masyarakat.16
Lemabaga Yudikatif (Qdahi) dalam sistem khilafah, lemabaga ini berfungsi
untuk melaksanakan hukum Allah dan Rasul-Nya dengan memutuskan perkara
14 Aswar, Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Khilafah Islamiyah (Studi Pemikiran
Hisbu Tahrir), (Samata: Jurusan Ilmu Politik 2010), h. 93-94
15 Aswar, Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Khilafah Islamiyah (Studi Pemikiran
Hisbu Tahrir), (Samata: Jurusan Ilmu Politik 2010), h. 93-94
16 Aswar, Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Khilafah Islamiyah (Studi Pemikiran
Hisbu Tahrir), (Samata: Jurusan Ilmu Politik 2010), h. 93-94
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dengan seadil-adilnya. Lembaga ini berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari
luar baik itu dari khilafah maupun dari rakyat.17
3. Sant Lailqadriah Ramadhanris, dalam skripsinya: Analisis Kinerja
Aparatur Birokrasi  dalam Meningkatkan  Pelayanan Umum  (Pada Kantor
Kelurahan Padangiring  Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana  Toraja).
Skripsi ini menganalisis kinerja aparatur birokrasi dalam meningkatkan
pielayanan umum dilihat dari sudut pendekatan proses input-output. Pokok
permasalahannya  adalah apa dan bagaimana inputyang ada diproses  untuk
menghasilkan output yang maksimal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.18
Kinerja aparatur birokrasi sangat rendah dilihat dari sisi input karena
tuntutan yang ada tidak semaksimal dukungan yang disediakan. Sedangkan
prosesnya sebagai rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan untuk
mengahsilkan produk  lebih baik sehingga output yang diberikan pun mampu
memaksimalkan pelayannan umum terhadap masyarakatnya. Meskipun demikian
masih ada beberapa bagian bagian baik dalam sisi input maupun output nya yang
memerlukan pembenahan, terutama  pengadaan dan pemberdayaan aparatur yang
berkualitas dan berkuantitas.19
17 Aswar, Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Khilafah Islamiyah (Studi Pemikiran
Hisbu Tahrir), (Samata: Jurusan Ilmu Politik 2010), h. 93-94
18 Sant Lailqadria Ramadhanris, Analisi Kinerja Aparatur Birokrasi Dalam
Meningkatkan Pelayanan Umum (Pada kantor Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo
Kabupaten Tana Toraja), (Samata, Jurusan Ilmu Politik 2012), h. Xi.
19 Sant Lailqadria Ramadhanris, Analisi Kinerja Aparatur Birokrasi Dalam
Meningkatkan Pelayanan Umum (Pada kantor Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo
Kabupaten Tana Toraja), (Samata, Jurusan Ilmu Politik 2012), h. Xi.
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4. Akhmad Afandi, dalam skripsinya:Kekuasaan pemerintah Desa Dan
Demokrasi Lokal (Studi di Desa Moncongkomba Kecamatan
Polombangkeng Utara kabupaten Takalar.
Isi skripsi ini memberikan gambaran tentang bentuk struktur
kepemimpinan dan legitimasi kekusaan Kepala Desa Moncongkomba Kecamatan
Polombangkeng Utara kabupaten Takalaradalah bentuk dan struktur
kepemimpinan yang demokratis dengan indikator yakni Kepala Desa mempunyai
peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 4 hal yaitu
pembinaan masyarakat, pengayom masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat
dan pengembangan terhadap masyarakat. Keempat variable tersebut belum
berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan
kegamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehata, pelayanan masyarakat
meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan
pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM
melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non-formal, termasuk
pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.20
5. M. Hardianzah M, dalam skripsinya:Peran Kepala Desa Dalam
Pembentukan Budaya Politik Di Desa Kembangragi Kecamatan
Pasimasunggu Kabupaten Selayar.
Proses pembentukan politik pada pola orientasi dalam komponen kognitif,
Kepala Desa berperang penting, khususnya dalam memberikan pemahaman serta
kepercayaan kepada masyarakat akan pentingnya menanamkan budaya politik
20 Achmad Afandi, Kekuasaan Pemerintah Desa Dan Demokrasi Lokal, (Studi Kasusu di
Desa Moncokamba kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar, (Samata, Jurusan Ilmu
Politik   ) h. 101
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dalam kehidupan sehari-sehari karena keberhasilan sistem politik suatu daerah
khususnya Desa Kembangragi sangat tergantung kepada pemahaman masyarakat
tentang sistem politik.
Dalam komponen efektif, peran Kepala Desa Kembangragi adalah
berusaha menumbuhkan perasaan positif kepada Desa Kembangragi. Dengan
munculnya perasaan positif  pada diri masyarakat maka akan menimbulkan “rasa
percaya” (Trust) dan sebaliknya jika perasaan negative yang muncul maka akan
menimbulkan rasa “permusuhan” (hostility).
Dalam komponen evaluatif, kepemimpinan seorang Kepala Desa dalam
kehidupan masyarakat sangat didasarkan atas sistem hubungan patron-klient yang
sebagaimana diterapkan dalam masyarakat pada umumnya. Masyarakat akan
senantiasa menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
apabila kebijakan itu demi kepentingan warga desa Kembangragi.21
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
Untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang tata kelola pemerintahan Desa
Benteng Tellue dalam perspektif Islam, maka peneliti menggunakan teori sebagi
berikut:
Teori Politik profetik dari Kuntowijoyo
Tiga pilar politik profetik dari Kuntowijoyo yang bisa dijadikan pisau analisa
dalam penelitian ini, yaitu:
21 M. Hardianzah M, Peran Kepala Desa Dalam Pembentukan Budaya Politik Di Desa
Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar,(Samata: Jurusan Ilmu
Politik, 2013) h. 69
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1. Humanisasi
Dalam Ilmu Sosial Profetik,humanisasi artinya memanusiakan manusia,
menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari
manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu
segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme
antroposentris, Kuntowijoyo berakar pada humanisme teosentris. Karenanya,
humanisasi tidak dapat konsep humanisme dipahami secara utuh tanpa memahami
konsep transendensi yang menjadi dasarnya.22
Kuntowijoyo lalu mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti
humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan
konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah
untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban
manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi
diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu
dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), agresivitas
(agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan loneliness (privatisasi, individuasi).23
2. Liberasi
Liberasi dalam Ilmu Sosial Profetik sesuai dengan prinsip sosialisme
(marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja
Ilmu Sosial Profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi
22 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar 2015), h.  3.
23 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar 2015, h. 3.
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sebagaimana komunisme. Liberasi Ilmu Sosial Profetik adalah dalam konteks
ilmu, ilmu yang didasari nilai-nilai luhur transendental. Jika nilai-nilai liberatif
dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-
nilai liberatif dalam Ilmu Sosial Profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks
ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab untuk membebaskan manusia dari
kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas
dan hegemoni kesadaran palsu. Lebih jauh, jika marxisme dengan semangat
liberatifnya jutru menolak agama yang dipandangnya konservatif, Ilmu Sosial
Profetik justru mencari sandaran semangat liberatifnya pada nilai-nilai profetik
transendental dari agama yang telah ditransformasikan menjadi ilmu yang
obyektif-faktual.24
Bidikan liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat peka
dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan
yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi.
Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrak,
tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Kuntowijoyo bahkan
menganggap sikap menghindar dari yang kongkrit menuju abstrak adalah salah
satu ciri berpikir berdasarkan mitos.25
Kuntowijoyo menggariskan empat sasaran liberasi, yaitu sistem
pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang membelenggu
24 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar 2015), h.  4.
25 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar 2015), h. 4.
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manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang
merdeka dan mulia.26
3. Transendensi
Transendensi merupakan dasar dari dua unsurnya yang lain. Transendensi
hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting
dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai
Islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam Ilmu Sosial Profetik.Ekses-
ekses negatif yang ditimbulkan oleh modernisasi mendorong terjadinya gairah
untuk menangkap kembali alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh agama untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Manusia produk renaissance
adalah manusia antroposentris yang merasa menjadi pusat dunia, cukup dengan
dirinya sendiri. Melalui proyek rasionalisasi, manusia memproklamirkan dirinya
sebagai penguasa diri dan alam raya. Rasio mengajari cara berpikir bukan cara
hidup. Rasio menciptakan alat-alat bukan kesadaran. Rasio mengajari manusia
untuk menguasai hidup, bukan memaknainya. Akhirnya manusia menjalani
kehidupannya tanpa makna.27
Di sinilah transendensi dapat berperan penting dalam memberikan makna
yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat membawakan kepada
dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau teknik, akan tetapi karena
26 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar 2015), h. 4.
27 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar, Hal 5-6
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kekurangan maksud, arti dari masyarakat yang ingin merealisir rencana Tuhan.
Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing manusia
menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.28
Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi
memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan.
Transendensi dalam Ilmu Sosial Profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai
bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik
transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdi pada
perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui
kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik-di
mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya-menuju kesadaran
transendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran
manusia.29
Ilmu Sosial Profetik yang ditelurkan oleh Kuntowijoyo memiliki
keberpihakan etis bahwa kesadaran (suprastructure) menentukan basis material
(structure). Ini sejalan dengan pemikiran Alfred North Whitehead (1926) yang
menawarkan pandangan dunia (worldview) baru berdasarkan permenungan
filosofi dan penelitian ilmiah di tengah krisis pandangan dunia modern akibat
pandangan materialisme ilmiah—yang meretakkan hubungan harmonis antara
manusia, masyarakat, alam dan seluruh kenyataan yang melingkupinya.
28 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, Samata: (Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar 2015), h. 6.
29 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar 2015),h. 6.
19
Whitehead menolak pandangan dualistis (memisahkan manusia dan alam) yang
cenderung bersifat eksploitatif terhadap alam. Suatu pandangan yang telah
mengakibatkan pengurasan sumber-sumber alam, serta pengotoran dan perusakan
lingkungan. Sebaliknya, baik manusia dan alam merupakan suatu serikat satuan-
satuan actual (society of actual entities) yang berkutub dua atau bersifat ‘bipolar’
(kutub fisik dan mental).
Kuntowijoyo menyatakan Humanisme Islam adalah humanism teosentris.
Artinya ia merupakan sebuah agama yang memusatkan dirinya pada
keimanan terhadap Tuhan, tetapi mengarahkan perjuangannya untuk
kemuliaan peradaban manusia.30
Jadi, Islam tidak menerima panteologis atau pemikiran yang serba teologi
serta meremehkan rasio. Sehingga, rasio dalam Islam merupakan bagian
epistemologi yang sah. Namun manusia masih memerlukan petunjuk yang
melampaui rasio manusia, sistem filsafat, dan ideologi buatan manusia, maka
Wahyu Tuhan dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai petunjuk pemecahan
dilema dan masalah manusia modern.
Ilmu-ilmu Islam telah menjadi apa yagn dimaksud Thomas S. Kuhn dalam The
Structure of Scientific Revolution sebagai normal science. Cara mendapatkan paradigma
baru ialah dengan mengubah komitmen. Komitmen tradisi normatif ialah dakwah,
komitmen tradisi ideologis adalah politik dan komitmen tradisi ilmiah adalah ilmu.
Paradigma baru itu mempunyai komitmen baru yaitu umat (masyarakat, komunitas,
bangsa). Paradigma baru ini kita sebut Ilmu Sosial Profetik.31 Perbedaan Paradigma
30 Kuntowijoyo,Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Penerbit Mizan,
1991), hal. 168.
31 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam
Bingkai Strukturalisme Transendental, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001),  h. 106.
20

















Pada zaman modern, semangat kemanusiaan dibangun dari humanisme
yang membangun kekuatan pusat pada manusia, sebagai lawan teosentrisme.
Maka ini berarti differentiation (pemisahan). Sedangkan post-modern menolah
semacam itu dan cirinya adalah de-differentiation. Sehingga, menurut
Kuntowijoyo prospek Ilmu sosial Profetik di zaman post-mo akan mampu
diterima.33
Dalam Ilmu Sosial Profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia,
menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari
manusia. Kuntowijoyo mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti
humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan
32 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan
Etika, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006),h. 59.
33 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2006), h. 116.
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konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah
untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban
manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi
diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu
dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), agresivitas
(agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan loneliness (privatisasi, individuasi).34
Nilai-nilai liberatif dalam Ilmu Sosial Profetik dipahami dan didudukkan
dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk
membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan,
dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu. Lebih jauh, jika
marxisme dengan semangat liberatifnya jutru menolak agama yang dipandangnya
konservatif, Ilmu Sosial Profetik justru mencari sandaran semangat liberatifnya
pada nilai-nilai profetik transendental dari agama yang telah ditransformasikan
menjadi ilmu yang objektif-faktual. Sementara transendensi merupakan dasar dari
dua unsurnya yang lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental
(keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban.
Transendensi menempatkan agama pada kedudukan yang sangat sentral dalam
Ilmu Sosial Profetik
Kerangka konseptual dalam dalam skripsi ini meliputi:
1. Pengertian Desa Menurut beberapa Pakar:
34 Ali Syari’ati, Kritik islam atas Marxisme dan sesat-pikir Barat lainnya, (Bandung:
Penerbit Mizan, 1983), h. 53.
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 R. Bintaro mendefenisikan Desa adalah suatu perwujudan geografis
yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis,
politis, dan kultural yang terdapat di siru dalam hubungan dan
pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah tunggal.35
 Nyoman Beratha mendefenisikan Desa atau dengan nama aslinya
yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hokum
berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum”  dan adalah
pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah
kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.36
2. Ciri-ciri Desa
Dilihat dari cirri geografis, demografis, dan sosiologisnya, desa
mempunyai ciri perdesaan. Wilayah perdesaan adalah wilayah yang jauh dari
pusat ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten/kota. Penduduk pada umumnya
berasal dari satu keturunan (geneologi) sehingga mempunyai system kekerabatan
yang erat. Mara pecaharian penduduknya umumnya dibidang pertanian dan
perikanan.
Masyarakat desa yang dicirikan seperti itu disebut sebagai masyarakat
yang bersifat komunal mempunyai cirri-ciri kebersamaan:
a. Saling mengenal,
b. Bahu-membahu,
35 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
Penerbit Erlangga 2011). h. 4
36 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
Penerbit Erlangga 2011). h. 4
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c. Gotong royong dalam memecahkan masalah bersama/umum, dan
d. Menghormati nilai kebersamaan.37
1. Penyelenggaraan atau Tata kelola Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung
jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tersebut kepada bupati.38
Reformasi pemerintahan desa akan terlihat dengan jelas hubungan yang
harmonis antara: “Masyarakat desa dan pemerintah desa”, sehingga pemerintah
desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan
kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara
Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu
masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-
keputusan serta menaati tindakan-tindakannya yang demokratif dan sekaligus
dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.39
2. Tujuan Pemerintahan Desa
 Penyeragaman pemerintahan,
 Memperkuat pemerintahan desa,
37 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
Penerbit Erlangga 2011). h. 3
38 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: Penerbit Rajawali Perss 2012). h. 3
39 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: Penerbit Rajawali Perss 2012). h. 13
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 Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam
pembangunan,
 Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi,
 Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif
masih jauh dari yang diharapkan kbususnya SDM, dan
 Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat
(ketahanan masyarakat desa).40
3. Pemerintahan Dalam Islam
Islam yang menenmpatkan posisi manusia pada tempat yang mulia yaitu
sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Amanah yang berat
ini hanya mampu dijalankan oleh manusia. Penugasan manusia di muka bumi ini
adalah wujud kemuliaan manusia dibandingkan makhluk lain, dan misi utamanya
adalah pembebasan yang diabdikan hanya kepada-NYA. Dalam dunia modern,
Islam harus berperan dalam pembebasan manusia dari kungkungan pemikiran
yang membawa manusia pada penghambaan terhadap manusia atau materi serta
membawa pada tujuan yang absurd. Islam dengan visi pembebesan yang
revolusioner mampu membawa alternatif pemecahan masalah yang dihadapi
manusia modern. Selain itu, dalam struktur keagamaan Islam, tidak dikenal
dikotomi antara domain duniawi dan domain agama.41 Dengan landasan dasar itu,
maka Islam sangat berbeda dengan prinsip filsafat dan prinsip agama lain.
40 HAW. Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: Penerbit Rajawali Perss 2012). h.
41 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Penerbit Mizan,
1991). 164-167.
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Secara ideal Al-Mawardi menginginkan kepala Negara yang berkuasa
menentukan arah kebijakan politik dan tidak dipengaruhi oleh pembantu-
pembantunya. Namun kenyataannya, Khalifah-khalifah bani abbas hanya menjadi
kepala Negara simbol dan bahkan seperti boneka yang dapat dikendalikan oleh
para pejabat tinggi Negara. Itulah penyebabnya Al-Mawardi masih menolerir
orang yang menguasai kepala Negara, sejauh tidak membahayakan Negara dan
umat Islam.
Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang
merupakan bagian dari kewajiban dari gama yang terpenting, tetapi hal yang ini
tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa Negara. Karenanya, Ibn
Taimiyah menolak ijma’ sebagai landasan kewajiban tersebut. Jadi Ibn Taimiyah
penegakan imamah bukanlah merupakan salah satu asas atau dasar agama,
melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Berdasarkan pandangannya, Ibn
Taimiyah tidak membenarkan khalifah-khalifah bani Abbas yang hanya dijadikan
boneka oleh sekelompok elite. Selain itu, berbeda Al-Mawardi yang selalu
menggunakan term “Imamah” atau pemikir Sunni lainnya yang menggunakan
kata “Khilafah” untuk kenegaraan ini, Ibn Taimiyah menggunakan kata
“imarah”.
Rasyid Ridha dalam sebuah bukunya menjelaskan tentang kepemimpinan
umat, yaitu Khilafah, Imamah, dan Imarah al-mu’minin. Ketiga kata ini memiliki
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arti yang sama yaitu pemimpin pemerintahan Islam untuk menegakkan
kemaslahatan urusan agama dan dunia.42
Disisi lain, Rasyid Ridha memberikan pengertian khilafah, yakni
kepemimpinan yang menyeluruh dalam persoalan yang yang berkenaan dengan
masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW.43
Dalam Islam, kekuasaan berada di tangan umat, sedangkan kepala Negara
adalah Imam (khalifah yang melaksanakan undang-undang). Kekuasaan
(kedaulatan) ada di tangan Umat Islam dan diselenggarakan oleh ahl al-hall wa
al-‘aqd, yang mempunyai wewenang untuk mengangkat para khalifah dan para
imam, juga berwenang untuk memecatnya jika persyaratannya sudah terpenuhi
demi kepentingan umat.44
F. Jenis dan lokasi penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian Deskriptif  Kualitatif adalah sebuah penelitian yang
dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah
dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh
metodologi dan teoretis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.
Penelitian kualitatif deskriptif dibagi dalam dua hal. pertama, penelitian kualitatif
deskriptif “unmeaning” hanya untuk memaparkan bagian permukaan dari sebuah
realitas empiris. Kedua, penelitian kualitatif deskriptif “meaningfull” yakni
42 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa
Islam Hingga Masa Indonesia Kontenporer, (Jakarta: Kencana Prenada  Media Grup 2010). h. 81
43 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa
Islam Hingga Masa Indonesia Kontenporer, (Jakarta: Kencana Prenada  Media Grup 2010). h. 81
44 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa
Islam Hingga Masa Indonesia Kontenporer, (Jakarta: Kencana Prenada  Media Grup 2010). h. 81-
82
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penelitian deskriptif yang selain mengungkap permukaan luar dari sebuah realitas
sosial, tapi juga hingga bagian dalam.45
2. Lokasi penelitian
Adapun lokasi  objek penelitian  ini dilakukan di Desa Benteng Tellu’e
Kecematan Amali Kabupaten Bone. Penulis melakukan penelitian di desa tersebut
karena aparatur pemerintahan Desa yang tidak berjalan secara efektif sesuai
dengan fungsinya masing-masing atau dengan kata lain kurang bertanggung
jawab dan tidak amanah dalam mengembang jabatan yang dipercayaka. Serta
informasi dari masyarakat, bahwa banyak yang merasa Kepala Desa kurang adil
dalam pengalokasian bantuan karena banyak dari mereka yang merasa  pantas
menerima bantuan tapi tidak diberikan.
3. Sumber Data
a. Data primer
Yaitu data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau
perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini akan
diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subyek dalam
penelitian ini.
Data primer ini antara lain:
1) Catatan hasil wawancara
2) Hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan
tentang perilaku (verbal dan non verbal, serta
percakapan/conversation)
45 Mukhtar. Metode Praktis Penelitian Diskriptif  Kualitatif. Jakarta Selatan, februari
2013.Penerbit :Referensi(GP Press Group)h,  29-30.
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3) Data-data mengenai informan
b. Data Sekunder
Yaitu Data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan
mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan di tempat kumpulan
informasi seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik, kantor-kantor
pemerintah dan sebagainya.
4. Teknik Pegumpulan Data
a. Tehnik Library Research.
Library Research, yaitu melakukan penelitian di perpustakaan dan
mengkaji buku dan literatur ilmiah yng berhubungan dengan masalah yang di
teliti. Adapun teknik penulisan yang digunakan yaitu:
1) Kutipan langsung: mengutip bahan referensi kepustakaan tanpa
merubah redaksi sedikitpun.
2) Kutipan tidak langsung : mengutip bahan referensi melalui
perantara.
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.46
46 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelititan Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2007), h. 185.
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Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan
pedoman wawancara berupa kuesioner yang sebelumnya telah dirancang dalam
instrumen penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan
beberapa beberapa informan diantarannya:
1) Kepala Desa Benteng Tellu’e
2) Aparatur pemerintahan Desa Benteng Tellu’e





Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk
wawancara mendalam (Indepth Interview) dengan menggunakan teknik
wawancara tak terstruktur (Non Structured Interview). Menurut Lexy J. Moleong
wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang lebih bebas iramanya. Subjek
penelitian biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifatnya yang
khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka
lebih mengetahui informasi yang diperlukan.47
Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-
banyaknya yang ingin diungkapkan dengan maksud untuk menggali, memperoleh
informasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang tata
kelola pemerintahan Desa Benteng Tellu’e dalam kacamata Islam. Wawancara
47 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelititan Kualitatif, h. 191.
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dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dan siapkan,
kemudian dikembangkan di lapangan dengan wawancara terbuka, dalam artian
memberikan kesempatan pada subjek penelitian dan informan untuk
mengembangkan jawaban pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Secara
teknis juga diupayakan hubungan yang baik dan luwes antara pewawancara
dengan informan agar pelaksanaan wawancara berjalan sesuai dengan harapan
peneliti.
Teknik wawancara tidak terstruktur dan mendalam dilakukan untuk
mengecek  kebenaran data yang tidak terungkap dari hasil pengamatan, selain itu
juga berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari cross chek untuk
dijadikan bahan kajian bagi penelitian ini.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tulisan
berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain sebagai
bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan
penelitian ini.
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran kepala
desa perempuan dalam lembaga pemerintahan Desa. Alat yang digunakan dalam
dokumentasi penelitian ini adalah kamera untuk mengambil gambar (foto)
aktivitas aparatur Desa dan mengambil gambar peneliti pada saat melakukan
wawancara. Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder
yang melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara dan pengamatan
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tentang tata kelola pemerintahan oleh aparatur Desa di Desa Benteng Tellu’e
Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
5. Metode Analisis Data
Metode analisis data adalah proses penyusunan dalam mengkategorikan
data, mencari pola dengan maksud memahami maksudnya.48 Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat dekriptif. Analisis deskriptif
itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif.
Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data
kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut :
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang  muncul dari data-
data di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yaitu suatu
analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal
yang tidak penting, serta mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan
akhir ditarik.
Proses analisis data dilakukan secara sistematik dan serempak. Mulai dari
proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendskripsikan dan
penyajian serta kesimpulan dan interpretasi semua informasi yang secara data
serta secara selektif telah terkumpul.49
48 S. Nasution, Metode Riset,  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998), h. 32
49 Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif,(Jakarta: UI
Press, 1992), h. 10-17.
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b. Penyajian Data
Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks
naratif. Dalam penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun
dalam life history sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan
agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian
data dalam penelitian ini akan disajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan
yang ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian.
c. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)
Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di
lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk
mencari atau memahami makna, keteraturan, pola - pola, penjelasan, alur sebab-
akibat atau proposisi. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan
berangkat dari aparatur  Desa yang kurang bertanggung jawab terhadap jabatan
yang diberikan dan munculnya berbagai perspektif dari berbagai masyarakat yang
merasa bahwa Kepala Desa dalam mengalokasikan bantuan dari pusat tidak adil
karena banyak dari mereka yang merasa pantas tapi tidak diberikan, kemudian
mengapa bisa aparatur  Desa tidak amanah dan tidak bertanggung jawab  terhadap
jabatan yang diberikan. Untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. Desa Benteng Tellue
Desa Benteng Tellue merupakan salah satu desa dari Empat Belas (14) desa
yang ada di Kecamatan Amali Kabupaten Bone.  Desa Benteng Tellue terdiri atas tiga
(3) dusun yaitu, Dusun Tabbae, Dusun Botto, Dusun Curikki.Desa Benteng Tellue





Desa Benteng Tellue masih berstatus ANRE GURUyang
sama kedudukannya Kepala Kampung atau yang dikenal
sekarang dengan Kepala Desa
Tahun 1900 – 1957 Nama pemerintahan ANRE GURU berubah status
menjadi KEPALA KAMPUNG (Setingkat dengan
Kepala Desa) dan wilayahnya meliputi Botto,
Bentengnge dan Laponrong yang merupakan bahagian
dari Wilayah ARUNG AMALI sebelah Utara
1917 – 1957 Pemerintahan desa dinahkodai oleh Kepala Kampung
yang terdiri dari 3 Kampung (Kampung Bentengnge,





Istilah Kampung pada pemerintahan berubah menjadi
Desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang
dijabat oleh beberapa pejabat sementara salah satunya
H.Page
1966 – 1975 Kepala Desa Definitif dijabat oleh IDRUS PAGE,
dengan adanya UU No 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, istilah Kampung berubah menjadi
dusun terdiri dari Dusun Tabbae, Dusun Botto, Dusun
Bentengnge, Dusun Laponrong dan Dusun Curikki
1975 – 1983 Kepala Desa Benteng Tellue dijabat lagi oleh Alimuddin
Page
1983 – 1986 Pada saat berakhirnya masa jabatan Alimuddin Page
maka Pejabat sementara di ambil alih oleh saudara
kandungnya H.Abd.Jabbar Page sampai ditetapkan jadi
Kepala Desa Definitif
1987 – 1995 1. Jabatan Kepala Desa setelah diadakan Pilkades
dijabat oleh H.Abd.Jabbar Page selaku Kades terpilih
2. Tahun 1992 diaskan Pemekaran Desa Benteng Tellue
dan Desa Laponrong yang masing – masing hasil
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pemekarannya membentuk satu desa yaitu Desa
Laponrong
3. Dari wilayah Desa Benteng Tellue yang dimekarkan
adalah Dusun Laponrong dan Curikki
4. Dari hasil kesepakatan Nama Curikki yang
merupakan salah satu nama Dusun di Laponrong di
ambil oleh Benteng Tellue
5. Untuk wilayah Desa Benteng Tellue sekarang ini
terdiri dari 3 dusun, yaitu : Dusun Tabbae, Dusun
Botto, dan Dusun Curikki
1.1 Kondisi Geografis
Desa Benteng Tellue merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan
AmaliKabupaten Bone. Secara administratif, wilayah Desa Benteng Tellue  memiliki
batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Leppangeng (Kec Ajangale)
Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Tassipi (Kec Amali)
Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Ajanglaleng (Kec Amali)
Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Abbanuange (Kec.Lilirilau)
Kabupaten Soppeng
Luas wilayah Desa Benteng Tellue  adalah 13 km2 yang sebagian besar lahan
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di Desa Benteng Tellue digunakan sebagai Lahan Pertanian dan Perkebunan, lokasi
permukiman warga dan tempat perniagaan, sebagian besar penduduk yang beternak,
namun luas penggunan lahan tak begitu signifikan, hanya di sekitar rumah dan lading.
Secara umum keadaan topografi Desa Benteng Tellue adalah daerah dataran
rendah dan daerah pegunungan.  Wilayah Dusun Tabbae, Dusun Botto dan Dusun
Curikki tanah datar.
Iklim Desa Benteng Tellue sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia
beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.
Desa Benteng Tellue terdiri atas tiga (3) dusun yaitu Dusun Tabbae, Dusun
Botto, dan Dusun Curikki dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak sebelas (11)
buah.
Berikut daftar nama dusun dan jumlah RT-nya.
NAMA DUSUN JUMLAH RT
Dusun 1 Tabbae 4
Dusun 2 Botto 5
Dusun 3 Curikki 2
Sumber : Profil Desa Benteng Tellue
Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui
perjalanan darat kurang lebih 50 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang belum
pernah diaspal mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor
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mencapai kurang lebih 60 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota
kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 7 km. Kondisi
ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan yang tidak diaspal dan beberapa
kerusakan jalan mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor
mencapai kurang lebih 30 menit.
Desa Benteng Telluemerupakan wilayah paling potensial untuk bidang
Pertanian dan perkebunan Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem
yang baik.Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi tanaman
perkebunan berupa Jagung diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa Benteng
Tellue sebagai bagian Kawasan Perkebunan Jagung. Berdasarkan kondisi desa ini
maka akan dijabarkan, potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun.
Gambar 1. Peta Desa Benteng Tellue
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Sebagai mana yang dijelaskan diatas, jarak dari Ibu kota Kabupaten dapat
ditempuh jarak 50 KM dengan kondisi jalan yang tidak memadai dan kondisi
geografis yang seperti hutan dan terisolisir yang baru disentuh aspal pada tahun ini,
menjadikannya sebagai daerah yang memang pantas untuk dijadikan tempat pelarian
oleh para pencuri pada saat itu terlebih lagi dengan banyaknya tokoh pada saat itu
yang sangat disegani oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Amali seperti
Alimuddin Page dan Layung.
2.1 Kondisi Demografis
Penduduk merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu wilayah
karena penduduk merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu Negara.Semakin
besar jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin besar pula peluang
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut.
Penduduk Desa Benteng Tellue berjumlah lebih kurang 1.441 Jiwa, yang
terdiri dari laki – laki sebanyak 771 orang dan perempuan 670 orang.  Untuk lebih
jelasnya, dapat dilihat pada table berikut ini :
Table 1




Laki – Laki Perempuan
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1 Dusun Tabbae 274 299 573 181
2 Dusun Botto 331 198 529 238
3 Dusun Curikki 166 173 339 91
Jumlah 771 670 1.441 510
Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue 2013
Penduduk Desa Benteng Tellue yang ditinjau dari historis, dijastifikasi oleh
penduduk Desa lain sebagai penduduk yang mengutamakan sifat premanisme dalam
kehidupan sehari-hari. Karena penduduknya yang mengutamakan sifat premanisme
dalam kehidupan sehari-hari membuat sebagian masyarakat Kecamatan Amali pada
khususnya menjadi segan dan takut sama mereka. Bahkan sifat yang seperti sampai
saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat setempat.
Namun pasca meninggalnya Alimuddin Page ayah dari Bobi Alimuddin Page
yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati di Kolaka Utara dan sebagian
masyarakat yang disegani di Desa tersebut  kondisi ini berubah, meskipun sebagian
dari masyarakat masih menggunakan sifat premanisme dalam berbagai kegiatan,
terutama pada saat pesta demokrasi berjalan di Desa tersebut mulai dari demokrasi
pada level nasional sampai pada level daerah. Karena suatu kebiasaan dari
masyarakat yang bahkan sudah menjadi warisan dari leluhur mereka tidak bisah
ditinggalkan dengan mudahnya seperti membalikkan telapak tangan.
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1.1 Kondisi Sosial
Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat
tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi
peningkatan taraf pendidikan.Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang
ada juga beragam.Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Benteng Tellue dapat
terlihat pada tabel berikut:
Table 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Uraian Jumlah
1 Tidak Tamat SD 465
2 SD / Sederajat 767
3 SMP / Sederajat 112
4 SMA / Sederajat 60
5 Diploma / S1 32
6 S2/S3 5
JUMLAH 1.441
Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue 2013
Berdasarkan dari tabel diatas menunjukan bahwa kesadaran untuk menempuh
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pendidikan bagi  masyarakat Desa Benteng Tellue meningkat pada tahun 2013. Hal
ini pulalah yang mendasari sehingga sikap premanisme dari sebagian masyarakat
dapat diminimalisir seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dari
generasi ke kegenerasi. Namun menurut Rahman warga Desa Benteng Tellue,
mengatakan:
“Meskipun saat ini dikarenakan dengan tingkat pendidikan dan
pemahaman tentang akhlak yang lumayan tinggi,, kami tidak lagi
mengutamakan sifat premanisme untuk dapat disegani oleh orang lain,
Namun sebagai mana dalam filosofi kami pada khususnya dan suku bugis
pada umumnya yang berbunyi (Siriku Rikeccai Cappa Kuali Mabbicara),
yang artinya Ketika Kami Dipermalukan maka ujung badik yang
berbicara”1
Table 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
No Uraian Jumlah
1 Islam 1. 441
2 Kristen Katolik -
3 Kristen Protestan -
4 Hindu -
5 Budha -





Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue 2013
4.1 Keadaan Ekonomi
Wilayah Desa Benteng Tellue memiliki berbagai potensi yang baik seperti
pertanian dan perkebunan terutama tanaman seperti kelapa, cacao, pisang dan yang
menjadi sumber primadona adalah jagung jenis hibrida.selanjutnya dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Table 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Orang
1 Perkebunan dan Pertanian 724 Orang
2 Pedagang 29 Orang
3 Buruh 10 Orang
4 PNS 9 Orang
5 Lain-lain 669 Orang
JUMLAH 1.441 Orang
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Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue 2013
5.1 Sarana Prasarana dan Infrastruktur
Sebagai desa yang berkembang, di Desa Benteng Tellue terdapat hasil
pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 5
Sarana dan Prasarana Desa
No. Sarana / Prasarana Jumlah Keterangan
1. Balai Desa 1





7. Tempat Pemakaman Umum 6
8. Pos Kamling 1
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9. TK / PAUD 2
10. SD / sederajat 3




15. Jalan Tani 15
16. Jalan Aspal -
17. Jalan Sirtu / Koral 4
18. Jalan Rabat Beton -
19. Jalan Tanah/Batu 1
20. Jalan Setapak / Lorong2 2
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21. Jembatan Beton/besi -
22. Jembatan Kayu 1
Sumber : Profil Desa Benteng Tellue
6.1 Pemerintahan Desa
a. Pembagian Wilayah Desa
Wilayah Desa Benteng Tellue dibagi menjadi 3 (Tiga) Dusun. Setiap dusun
dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut.
Pusat Desa Benteng Tellue terletak di Dusun Tabbae.
Tabel 6
Pembagian Wilayah Desa Benteng Tellue
No Nama Dusun Jumlah RT Jumlah RW
1 Dusun Tabbae 4
2 Dusun Botto 5
3 Dusun Curikki 2
Sumber : Profil Desa Benteng Tellue
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Tabel 7
Susunan Kepala dan Perangkat Desa
No Nama Jabatan Pendidikan Umur
1 Hj.SATIRA Kepala Desa SMA 47 Tahun
2 MUH.YAMIN Sekretaris SMA 28 Tahun
3 ASMATANG, S.Pd Kaur Keuangan S1 31 Tahun










7 H.SINJA Kepala Dusun
Tabbae
SD 59 Tahun
8 JUMARE Kepala Dusun
Botto
SD 59 Tahun




Sumber : Profil Desa Benteng Tellue
49
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kajian Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Benteng Tellue.
Ideologi bangsa telah menjadi bahan perbincangan, perdebatan, dialog dan
diskusi yang related panjang dinegeri ini. Masalah ideologi politik ini bahkan
terus meruncing seiring dengan perjalanan waktu, bahkan perbincangan masalah
tersebut hingga kini masih menarik, baik dalam lembaga-lembaga resmi
kenegaraan maupun dalam kegiatan ilmiyah lainnya. Ideologi politik biasanya
dinilai sebagai suatu nilai atau pandangan politik yang hampir selaluh dikaitkan
dengan persaingan, kompetisi, dan percaturan politik.1
Persaingan, kompetisi, dan percaturan politik tersebut tidak hanya
berlangsung pada level Nasional saja, akan tetapi percaturan politik tersebut juga
terjadi juga dilevel terendah, dalam hal ini Desa. Pemilihan kepala Desa di Desa
Benteng Tellue yang menjadikan Hj. Satirah sebagai kepala Desa di Desa tersebut
tidaklah berlangsung secara mudah, namun persaingan yang terjadi di Desa ini
berlangsung dengan perjuangan yang keras dari para calon terutama Cuping yang
juga keturunan pemerintah sebelumnya, karena perjuangan tidak hanya soal kalah
atau menang, namun pemilihan ini juga menjadi langkah awal untuk meruntuhkan
dinasti politik yang dibangun oleh Alm. Alimuddin Page yang secara 3 periode
berturut-turut dipegang oleh kakek moyangnya dalam hal ini Idrus Page dan
Hj.Page yang coba dibangun kembali oleh anak dari Alimuddin Page.




Desa Benteng Tellue pada masa kepemimpinan Alimuddin Page dikenal
sebagai salah satu Desa sebagai basis pencurian ternak sehingga seakan-akan
pemerintah memberi perlindungan kepada para pencuri yang ada di Desa tersebut.
Sehingga pada tahun 2000-an Desa tersebut dimasuki oleh masyarakat luar yang
disebut massa yang merupakan gabungan dari desa-desa yang ada di Kecamatan
Amali dan Kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bone. Namun
demikian kondisi desa tidak seekstrim anggapan masyarakat luar, meskipun
sebagian masyarakatnya memang turut ikut dalam misi tersebut akan tetapi desa
ini memang pada masa itu menjadi tempat yang tepat sebagai tempat pelarian bagi
para pencuri apalagi pemerintahnya yang memang disegani oleh masyarakat
Kabupaten Bone pada masa itu.
Dalam tataran pemerintahan yang saat ini dikepalai oleh Ibu Kepala Desa
Hj. Satirah menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya karena tugas dan tanggung
jawab dari Ibu Kepala Desa sekarang bukan hanya menjalankan dengan baik roda
pemerintahan, namun berkewajiban untuk mengembalikan kembali citra dan nama
baik desa tersebut.
Namun kondisi yang dijelaskan sebelumnya hari ini tidak lagi seperti
demikian dikarenakan adanya keinginan dan tekad yang kuat pemerintah dan
masyarakat terutama para orang tua untuk mengubah persepsi masyarakat lain
yang berada diluar desa tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah hari ini mampu
menjalankan pemerintahannya dengan baik sesuai dengan kewenangan desa
dalam era otonomi daerah.
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Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada
bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut
diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara
bertahap desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu
indicator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri,
sehingga otonomi tidak hanya berarti memilikih wilayah tetapi juga pengelolaan
keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.2
Pendapatan desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan
desa merupakan semua uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening desa.
Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana desa yang
bersumber dari APBN, Alokasi dana desa sebagai dana perimbangan yang
bersumber yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten, dana
bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bantuan pemerintah Kabupaten/Provinsi, dana
hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga.3
Benteng Tellue yang juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Bone,
juga mendapatkan dana yang bersumber dari apa yang telah dijelaskan
sebelumnya. Untuk pengelolaan anggaran desa tersebut sebagai mana yang
dijelaskan oleh Kepala Desa Benteng Tellue, HJ.Sutirah:
” Kebijakan pengelolaan pendapatan Desa Benteng Tellue senantiasa
diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Benteng Tellue Tahun
2016-2017, hal.15
3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Benteng Tellue Tahun
2016-2017, hal.15
52
masyarakat, seperti membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan
oleh masyarkat”.4
Disamping pada bantuan yang bersifat pendanaan, pemerintah dalam
beberapa yang lalu menerapkan kebijakan untuk memeberikan santunan langsung
kepada masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT)5 yang kini
berubah nama menjadi Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) kepada masyarakat yang
dianggap tidak mampu. Dalam hal pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah
Desa Benteng Tellue mereka member bantuan kepada masyarakat yang memang
berhak menerima, sebagai mana yang dikatakan oleh beberapa narasumber yang
diantaranya adalah saudara Ambo’ Tang:
“Narekko uwitai iyaewe kepala desae makkokkoe, nawerengngi bantuan
lao dimasyarakat iyya memeng taue berhake terimai.6
Artinya:
“Ketika saya melihat pemerintah yang sekarang, mereka memang memberi
bantuan kepada masyarakat yang berhak untuk menerimahnya”.
Fenomena semacam ini terjadi karena, pemerintah Desa Benteng Tellue
sadar bahwa, disamping keahlian (al-maharah) dan kemampuan mengemban suatu
suatu jabatan tertentu, sesungguhnya ada syarat yang lebih penting yaitu amanah
(dapat dipercaya).7 Bahkan sifat amanah tersebut juga dibawa oleh segenap
4 Hasil wawancara dengan Ibu Satirah, Kepala Desa Benteng Tellue, pada tanggal 15-06-
2016, pukul 16.00 WITA.
5 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN
Alauddin Makassar 2015), h.  233.
6 Hasil wawancara dengan juse’, warga Desa Benteng Tellue, pada tanggal 8 Juli 2016
pukul 09.00 WITA.
7 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press2008), h 32.
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aparatur desa dalam melakukan pelayanan publik, seperti apa yang dikatakan oleh
karmatang:
“Narekko engka melo’ yurusu, pappadanna surat-surat, kartu keluarga,
KTP, dan KK manyameng ladde, nasaba magello pelayananna lao di
masyakate”8
Artinya:
“Ketika ada yang hendak kami urus pada pemerintah, seperti surat-surat, Kartu
Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sangat mudah karena
pelayanan aparatur desa terhadap masyarakat baik”.
Pelayanan dan pemberian bantuan  terhadap masyarakat diberikan tanpa
adanya intervensi dari masyarakat lain meskipun dengan keadaan masyarakat
yang dikenal dengan sifat premanismenya.
Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa,
pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah
mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan yang disebut administrasi
desa. Administrasi desa sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahn desa.9
Hal inilah yang kemudian menjadi kesadaran yang bagi pemerintah desa Benteng
Tellue, dalam wawancara bersama Sekretaris desa mengatakan:
“Dalam tata kelola administratif dalam desa ini sebenarnya kami kelola
dengan baik dan benar, mulai dari administrasi umum, administrasi penduduk,
administrasi keuangan dan administrasin lainnya, kalau anda ingin melihat kata
sekretris Desa ada didalam”10
8 Hasil wawancara dengan Karmatang, warga Desa Benteng Tellue, pada tanggal 8 Juli
2016 pukul 10.15 WITA.
9 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
Penerbit Erlangga 2011). h. 135
10 Hasil Wawancara dengan Muhammad Yamin, Sekretaris Desa, Pada tanggal 12 Juli
2016, Pukul 12.30 WITA
54
Namun disisi lain dalam hal penjagaan administasi dan kelengkapan alat
kantor yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi dari seorang sekretaris, tidak
berjalan sebagai mana mestinya, hal ini dikarenakan segala administrasi dan alat
kelengkapan kantor seluruhnya diserahkan kepada pendamping Desa. Sebagai
mana yang dikatakan oleh Muhammad Yamin:
“Di Desa ini segalah administrasi dan kelengkapan kantor diserahkan
kepada pendamping desa”11
Hal tersebut diatas karena terjadi karena pengangkatan aparatur
pemerintahan Desa Benteng Tellue dalam hal ini sekertaris desa tidak lain adalah
anak dari kepala Desa itu sendiri, sehingga dalam pandangan masyarakat Kepala
Desa terkesan melakukan praktek nepotisme dalam menjalankan roda
pemerintahan. Praktek Nepotisme sebenarnya bukanlah hal yang menjadi lumrah
dalam tatanan pemerintahan saat ini, bahkan hal ini sudah menjadi dalam
pengangkatan aparatu pemerintahan hari ini mulai dari level nasional sampai level
terendah desa. Namun dalam perspektif masyarakat, terkhusus masyarakat desa
Benteng Tellue hal ini tidak menjadi masalah yang serius, karena sekertaris desa
tersebut memiliki kafabilitas dan kualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya. Dalam wawancara dengan Iccang masyarakat Desa Benteng Tellue,
mengatakan:
“Meskipun sekertaris desa di Desa ini adalah anak dari kepala Desa itu
sendiri, namun dia tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
sekertaris Desa.”12
Namun hal demikian diatas bukanlah satu-satunya cerminan untuk melihat
efektivitas dari suatu roda pemerintahan, akan tetapi ketika kembali pada
11 Hasil Wawancara dengan Muhammad Yamin, Sekretaris Desa, Pada tanggal 12 Juli
2016, Pukul 12.30 WITA
12 Wawancara dengan Iccang, Masyarakat Desa Benteng Tellue, pada tanggal 27 Juni
2016. Pukul 19.00 WITA
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program-program yang akan dijalankan oleh Kepala Desa Benteng Tellue,
menurut Iccanng:
“Sampai hari ini kami belum melihat gebrakan yang begitu berarti dari
pemerintah saat ini, hal ini dikarenakan kopala desa ini, baru-baru
terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, disamping itu, tidak egfektifnya
roda pemerintahan yang berjalan hari ini, seperti pelaksaan program
kerja yang ada dalam RPJMDesa, dan pemanfaatn sarana dan prasarana
pemerintahan, dikarenakan calon yang kalah pada pemilihan yang lalu
masih melakukan gugatan dari hasil pemilihan kemarin.13
Namun tugas dari seorang pemimpin bukan hanya sebatas mengelolah
pemerintahan, akan tetapi hal yang lebih urgen yang harus dilakukan oleh seorang
pemimpin adalah mampu membimbing masyarakatnya menjadi manusia yang
bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual terhadap
masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang serius
dalam tatanam pemerintahan pemerintah Desa Benteng Tellue, Ahmad Yamin
yang merupakan Sekretaris Desa mengatakan:
“Sebenarnya menurut saya: Tugas dari sebuah pemerintah hanyalah
sampai pada bagaimana kami mengelolah pemerintah secara
administrative serta mengelolah bantuan serta program nasional, dimana
kami sebagi perangkat Desa sebagai perpanjangan tangan dari
pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di Desa”14
Sesungguhnya, dalam perspektif kehidupan sosial dan kehidupan moral
serta spiritual, memobilisasi kekuatan manusia yang potensial dan memandu
manusia dijalan kesempurnaan merupakan tugas mulia sekaligus tugas sulit dari
13 Wawancara dengan Iccang, Masyarakat Desa Benteng Tellue, pada tanggal 27 Juni
2016.
14 Hasil Wawancara dengan Muhammad Yamin, Sekretaris Desa, Pada tanggal 12 Juli
2016, Pukul 12.30 WITA
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seorang pemimpin atau pemerintah dalam perspektif Islam.15 Hal ini kemudian
berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh salah satu aparatur desa
tersebut tentang tugas pokok dan fungsi seorang pemimpin. Itulah sebabnya
mengapa tidak ada orang yang pantas menjadi pemimpin sempurna selain orang-
orang seperti, seperti Nabi Ibrahim a.s, Nabi SAW, dan Imam Ali a.s.16
Hal semacam ini terjadi karena menurut faktanya adalah masyarkat
terutama memerlukan kepemimpinan, bimbingan, dan imamah. Perkembangan
bukanlah hasil pokok dari kontradiksi. Tidak mungkin ada perkembangan jika
tidak ada bimbingan dan kepemimpinan. Dr. Ali Syari’ati dalam halaman terakhir
buku-buku kecilnya, Wherefrom to Begin, memerikan masalah ini dengan
terperinci dibawah judul “ Tanggung Jawab dan Misi Intelektual”. Dia
mengatakan, “Ringkasnya, tanggung jawab intelektual adalah menyadarkan
orangakan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakatnya, kemudian masyarakat
melakukan gerakan.17
Hal inilah yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa
Benteng tellue dengan melihat realitas masyarakat hari ini, terutama pemuda
masyarakat yang masih menanamkan dalam diri mereka jiwa premanisme, namun
meski demikian fenomena realitas sosial dalam masyarakat desa Benteng Tellue
sudah tidak seperti dulu lagi yang dikenal sebagai sarang preman, sarang
perampok, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat hari ini
15Murtadha Muthahhari, Imamah dan khialafah, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikr
Istitute, 2014), h. 214
16 Murtadha Muthahhari, Imamah dan khialafah, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikr
Istitute, 2014), h. 214
17 Murtadha Muthahhari, Imamah dan khialafah, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikr
Istitute, 2014), h. 12
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terutama orang tua sudah sadar bahwa, untuk dapat disegani oleh masyarakat lain
tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan intelektual dan akhlak serta
budi pekerti yang baik adalah hal yang utama.
Pengangkatan Muhammad Yamin sebagai Sekretaris desa di desa tersebut
menurut hemat penulis merupakan pilihan yang tepat dengan melihat kondisi
sosial masyarakat Benteng Tellue, sebagai mana yang dikatakan oleh saudara
Ambo’ Tang ketika ditanyakan tentang kondisi pemuda Benteng Tellue saat ini:
“Sebenarnya anak kepala desa saat ini Jaja(sebutan akrab Muh. Yamin,
sekretaris Desa yang juga anak dari Kepala desa saat ini) memiliki pengaruh
yanh besar di desa ini, terutama kepada pemuda yang merasa diri jago, karena
kalau dia yang mengatakan ini, maka semua akan ikut”.18
Dengan langkah yang seperti ini, maka cita-cita yang dicanamkan oleh Al-
Mawardi agar pemerintah dalam menjalankan setiap program yang telah
direncanakan berjalan tanpa adanya intervensi dari masyarakat atau orang yang
dipimpinnya bisa terpenuhi di Desa ini .
B. Relevansi Prinsip Kepemimpina Islam Dalam Tata kelola Pemerintahan
Desa di Desa Benteng Tellue.
Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung
jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang
dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.
Jadi, pertanggung jawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat
horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggung
18 Wawancara Ambo’ tang, Warga Desa Benteng Tellue, pada tanggal 09  Juli 2016,
Pukul 07.18
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jawab kepada Allah SWT di akhirat. Seorang pemimpin boleh jadi dianggap lolos
dari tanggung jawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum
tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab dihadapan Allah SWT.
Kepemimpinan sebenarnya bukan suatu yang mesti menyenangkan, tetapi
merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban
sebaik-baiknya.19
Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Surah al-Mukminun ayat 8-11,
                        
           
Terjemahan:
“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya)
dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya,  mereka
Itulah orang-orang yang akan mewarisi,  (yakni) yang akan mewarisi
syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.” (Q.S al-Mukminun 8-11).20
Sehingga dalam kepemimpinan Islam ada beberapa indikator yang
dijadikan sebagai acuan untuk melihat relevansi pemerintahan suatu daerah
dengan kaidah-kaidah keislaman, di Desa Benteng Tellue untuk melihat tata
kelola pemerintahannya penulis menggunakan beberapa indikator yang akan
dijadikan sebagai bahan acuan, dalam hal ini sebagai mana yang telah ditulis oleh
Muhammad Elvandi dalam bukunya inilah politikku serta Drs. KH. Muhadi
19 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press2008), h. 17.
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h.
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Zainuddin dan Abdul Mustaqim, M.Ag dalam bukunya yang berjudul Studi
Kepemimpinan Islam.
Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut yang dijadikan sebagai indikator
antara lain adalah prinsip tauhid, asy-syura (musyawarah), al-adalah
(keadilan)..21
Berikut ini akan penulis uraikan tentang beberapa prinsip tersebut, yaitu:
A. Prinsip Tauhid
Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan
(pemerintahan Islam). Hal ini dapat dilihat dengan cara menyimak sejarah Islam
itu sendiri. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan
pemacu kekacauan suatu umat.22 Akan tetapi pemerintah Desa Benteng Tellue
dengan melihat masyarakatnya memiliki persamaan aqidah dalam hal ini Islam,
mereka tidak perlu lagi untuk menyatukan aqidah masyarakatnya. Namun suatu
hal yang fundamental harus dilakukan oleh pemerintah adalah mereka melakukan
bimbingan moral dan akhlak kepada masyarakatnya sebagai mana dengan di
Dunia Timur (Islam), dipergunakan istilah siyasah sebagai pengganti dari istilah
politique (administrasi Negara dan masyarakat). Kata Siyasah, berarti “mengajar
kuda liar” kata ini telah mengandung pengertian yang mencakup pendidikan,
pembaruan, dan penyempurnaan. Bentuk pemerintahan seperti ini, dipandang dari
sudut pandang politik, merupakan tugas yang berfungsi mengubah masyarakat
21 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press2008), h.37
22 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press2008), h. 37
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dari kondisi spiritual, moral, intelektual, dan sosial tertentu, menuju kondisi
spiritual, moral, intelektual, dan sosial yang ada di dalamnya tersedia dan
diperoleh kesejahteraan bagi mereka.23
Hal ini sebenarnya yang menjadi tanggung jawab moral bagi pemerintah
desa Benteng Tellue karena masyarakatnya yang dikenal dengan orang-orang
yang mengedepankan sifat premanisme untuk dapat disegani oleh masyarkat lain
sampai hari ini sifat tersebut masih melekat pada diri mereka meskipun sifat itu
tidak seperti lagi pada masa lampau dikepemimpinan Alimuddin Page.
Meskipun Sekretaris Desa Kepala Desa mengatakan hal yang sama tentang
tugas dari seorang pemerintah:
“Sebenarnya menurut saya: Tugas dari sebuah pemerintah hanyalah
sampai pada bagaimana kami mengelolah pemerintah secara
administrative serta mengelolah bantuan serta program nasional, dimana
kami sebagi perangkat Desa sebagai perpanjangan tangan dari
pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di Desa”24
Namu tetap ada upaya mewujudkan cita-cita diatas, meskipun pemerintah
tidak turun langsung kelapangan untuk melakukan bimbingan moral, namun
berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti adanya sejumlah sekolah
mulai dari Sekolah Dasar sampai SMP di Desa tersebut yang dijadikan sebagai
tempat untuk melakukan pembinaan akhlak bagi para pemudah di Desa tersebut.
Disisi lain ketika berbicara masalah sisi spiritual dimana masjid menjadi
simbol keislaman dan keimanan umat manusia, Kepala pemerintahan Desa
Benteng Tellue adalah pemimpin yang tergolong turut aktif dalam kegiatan-
23 Syariat’ati, Ali. Ummah dan Imamah, (Teheran:Mu’assasah Al-Kitab Al- Tsaqafiah,
1989). h. 52
24 Hasil Wawancara dengan Hj. Satirah, Kepala Desa Benteng Tellue, pada tanggal 15-
06-2016, pukul 16.00 WITA.
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kegiatan yang bersifat keagamaan dan spiriritual, seperti ikut dalam tradisi
masyarakat kegiatan Maulid dan Isra’miraj Nabi Muhammad serta ikut
mengambil shaf ketika Shalat berjamaah. Sebagai mana yang dikatakan oleh salah
satu masyarakat atas nama Juse’:
“Ibu Desa adalah pemimpin yang tergolong aktif dalam mengikuti
kegiatan- kegiatan keagamaan dan Shalat berjamaah”25
Oleh sebab itu, Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar
yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.
B. Prinsip Syura (Musyawarah)
Dalam Al-Qur’an minimal ada tiga Ayat yang berbicara tentang
musyawarah (asy-syura).
Pertama, musyawarah yang dalam konteks pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Hal ini
sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah  ayat 233, yang artinya: “Apabila
(suami-istri) ingin menyapih anak (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan
musyawarah antar mereka, maka tidak ada dosa diantara keduanya”.26
Kedua, musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan
tertentu dengan anggota masyarakat, termasuk di dalamnya dalam hal
berorganisasi.27 Di desa Benteng Tellue dalam hal menentukan segala kebijakan
yang akan dijalankan yang berhubungan dengan masyarakat selalu
dimusyawarakan atau dibicarakan oleh perangkat desa termasuk tokoh
25 Hasil Wawancara dengan Juse’, Warga Desa Benteng Tellue, Pada tanggal 08 Juli
2016, pukul 10:32.
26 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press2008), h. 39
27 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press2008), h. 39
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masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Hal ini sebagai mana yang
dikatakan oleh Ibu Kepala Desa:
“Untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menentukan
segala arah kebijakan yang akan dilakukan kedepan kami putuskan dalam forum
musyawarah yang selanjutnya kami sebut dengan Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa(MUSREMBANG)yang kami kumpulkan dalam RPMJDesa
untuk”.28
Untuk memujudkan cita-cita dari  ilmu sosial profetik terutama dalam
tataran pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal ini
untuk memanusiakan manusia dan untuk membebaskan manusia dari kekejaman
kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan
hegemoni kesadaran palsu sebagai tanggung jawab dari ilmu sosial politik
profetik, maka pemerintah Desa Benteng Tellue mengeluarkan beberapa
kebijakan yang berorientasi kepada pengembangan sosial-ekonomi
kemasyarakatan, seperti:
a. Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
1) Pembangunan sarana dan prasarana  penunjang berkembangnya
usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian
dengan dibangunnya Badan Usaham Milik Desa (BUMDes) di desa
Benteng Tellue..
2) Pengembangan usaha kemitraan: dalam pelaksanaannya akan
mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian,
28 Hasil Wawancara dengan Hj. Satirah, Kepala Desa Benteng Tellue, pada tanggal 15-
06-2016, pukul 16.00 WITA.
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peternakan dan perikanan, seperti kemitraan dengan petani jagung,
peternakan ayam potong dan usaha rumahan.29
Dalam rangka pembangunan sarana dan prasara penunjang
berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian
pemerintah telah membangun beberapa jalan tani yang memudahkan masyarakat
untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di kebun masyarakat.
“ Iyya mani naengka riyaseng.e jalan tani, alena mani (Hj.Sutira) mancaji
kepala Desa rilalenna iyyae desae”30
Artinya: Jalan tani baru masuk kedesa Benteng Tellue, ketika Hj. Sutira yang
menjadi kepala Desa.
Keputusan ini muncul atas dasar kebutuhan masyarakat yang diputuskan
dalam musyawarah melihat masyarakat d esa Benteng tellue mayoritas petani.
3. Prinsip Keadilan (al-Adalah)
Dalam memanage pemerintahan, keadilan (al-adalah) menjadi suatu
keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta suatu masyarakat
yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan kiranya jika kemudian Syech al-
Mawardi dalam kitabnya Ahkam as-Sultahniyyahnya, memasukkan syarat yang
pertama seorang imam atau pemimpin Negara adalah punya sifat adil al’Adalah
atau adil.31
29 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Benteng Tellue Tahun
2016-2017, hal.25
30 Wawancara Ambo’ tang, Warga Desa Benteng Tellue, pada tanggal 09  Juli 2016,
Pukul 07.18
31 Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, (Semarang:Putra
Mediatama Press2008), h. 42
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Islam yang menenmpatkan posisi manusia pada tempat yang mulia yaitu
sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Amanah yang berat
ini hanya mampu dijalankan oleh manusia. Penugasan manusia di muka bumi ini
adalah wujud kemuliaan manusia dibandingkan makhluk lain, dan misi utamanya
adalah pembebasan yang diabdikan hanya kepada-NYA. Dalam dunia modern,
Islam harus berperan dalam pembebasan manusia dari kungkungan pemikiran
yang membawa manusia pada penghambaan terhadap manusia atau materi serta
membawa pada tujuan yang absurd yang sesuai dengan cita-cita politik Profetik.32
Ilmu Sosial Profetik merupakan penafsiran yang mendalam dari surat Ali Imran:
ayat 110:
                      
  
Terjemahan:
“Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk
menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada
Allah”.33
Dari ayat ini, perubahan didasarkan pada cita-cita humanisasi/emansipasi,
liberasi dan transendensi yang akan mengarahkan manusia kepada tujuan sosio-
etiknya di masa depan. Perubahan yang dicita-citakan tersebut juga termasuk
dalam perubahan tata kelola pemerintahan dan perubahan pada manusia terutama
pemimpin untuk berlaku adil dan memanusiakan manusia. Pemikir lain, dalam hal
32 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Penerbit Mizan,
1991). 164-167.
33 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h.
50.
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ini Sayyid quthb menegaskan bahwa keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan
musyawarah merupakan pilar utama dalam pemerintahan Islam. Tidak boleh ada
diskriminasi antara warga Negara atau masyarakat.34
Dalam Surah Al-Nisa ayat 135 Allah SWT menjelaskan:
                   
                  
       
Terjemahan:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika iaKaya ataupun
miskin,Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan.”35
Dalam ayat ini Allah SWT menyeruh kepada seluruh pemimpin untuk
berlaku adil kepada masyarakatnya. pengaplikasian ayat ini dalam tataran
pemerintahan terutama di Desa Benteng Tellue, menurut hasil wawancara kepada
salah satu masyarakat yang bernama Juse’ mengatakan:
“Hj. Sutirah lao dimasyarakatna de’ nappasilaingaeng, denakkeda anana’
denakkeda tomatoa, tokasiyasi tau sogi’ narekko nodding.i terima
bantuan, terima pattolongeng natolong maneng”.36
Artinya:
34 Muhammad Iqbal dan  Amin Husein Nasution, Pemikiran politik islam dari masa
klasik hingga Indonesia kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.210
35 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h.
79.
36 Hasil Wawancara dengan Juse’, Warga Desa Benteng Tellue, Pada tanggal 08 Juli
2016, pukul 10:32.
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“Hj. Sutirah kepada masyarkat selalu berlaku adil tidak mengatakan kaya ataupun
miskin, anak-anak atupun orang tua, apabila memang wajar untuk menerima
bantuan dan membutuhkan pertolongan maka dia member pertolongan kepada
orang tersebut.
Dengan melihat hal tersebut diatas, ditegaskan bahwa pemerintah dalam
mengelolah pemerintahan selalu berlaku adil dan senantiasa berbaur untuk
memberi pertolongan masyarakat, karena memang manusia itu pada hakikatnya
memiliki dua sisi. Pertama adalah sisi material (fisik) yang terjelma dalam
komposisi organiknya. Kedua adalah sisi spiritual yang merupakan pentas
aktivitas pemikiran mentalnya. Jadi, manusia bukan semata-mata suatu materi
yang kompleks, tetapi personalitasnya adalah dualitas elemen material dan
nonmaterial. Maka dalam ilmu pengetahuan, tidak dapat kita hanya melakukan
penelitian pada segala yang fisik. Karena jika tidak, ilmu pengetahuan hanya akan
menjadi menara gading. Lebih buruk lagi, menjadi komoditas dagangan ekonomi
dan politik.37
Sehingga hal ini  mendasari menurut hemat penulis bahwa, Islam hadir
bukan hanya sekedar hadir sebagai ajaran, namun Islam hadir sebagai alternative
atau jalan tengah dalam setiap sistem yang dianut setiap Negara, Silahkan
menganut sistem Liberal, Kapitalisme atau Demokrasi. Namun itu semua
memiliki rambu-rambu yang dijadikan pedoman untuk menjalankan setiap sistem
dalam suatu roda pemerintahan. Semangat Kesalehan, kejujuran, keadilan,
37 Ali Syari’ati,Kritik islam atas Marxisme, dan sesat-pikir Barat lainnya, (Bandung:
Penerbit Mizan, 1983),h. 56.
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ketulusan, dan cinta adalah rambu-rambu untuk menjalankan suatu sistem
pemerintahan.
Pemikir lain, dalam hal ini Sayyid quthb menegaskan bahwa keadilan
penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah merupakan pilar utama dalam
pemerintahan Islam. Tidak boleh ada diskriminasi antara warga Negara atau
masyarakat.38
Cita-cita etik dan profetik yang digagas oleh kontowijioyo ini selaras
dengan apa yang dicita-citakan oleh Islam, terutama dalam  membangun suatu
pemerintahan yang baik dan efisien, mengedepankan cita-cita etik dan Profetik
dalam menjalankan roda pemerintahan adalah impian setiap orang yang dipimpin.
Hal demikian pulah terjadi di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten
Bone, pemerintahan yang dulunya  terkesan membangun dinasti Politik di Desa
ini yang dimana dari masa ke masa setelah proses transisi dari nama kampung
menjadi Desa selalu dipimpin dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat disegani
di Desa itu dalam hal ini Alimuddin Page orang tua dari Bobi Alimuddin Page
(Wakil Bupati di Kolaka Utara).
Pemerintahan model tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah bagi
masyarakat selama mereka tidak memimpin secara semena-mena dan berlaku adil
dalam bagi masyarakat serta bisa menjadi pengayom dan suri tauladan bagi
masyarakat Desa. Bunga yang merupakan warga desa yang berhasil peneliti
wawancarai mengatakan:
38 Muhammad Iqbal,  dan  Amin Husein Nasution, Pemikiran politik islam dari masa
klasik hingga Indonesia kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.210
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“Sitongenna naseng iyya’ de’na welo’ mita mappurallalole, magatoggi-
magatoggi yang jelasna naseng makkokkoe Tabbae, engkan pemimpinna
makessing, adele’ makessing lao dimasyarakat.e sibawa makessing jiwana”39
Artinya:
Sebenarnya saya pribadi sudah tidak mau lagi menoleh kebelakang lagi melihat
pemerintah yang dulu, yang jelas sekarang kami sudah memiliki pemimpin yang
adil, baik terhadap masyarakat dan berakhlak baik.
Yang menurut hemat penulis selaras dengan yang dicita-citakan oleh
Islam, dimana Nilai-nilai liberatif dalam Ilmu Sosial Profetik dipahami dan
didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik
untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan,
dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu. Dalam konteks
relitas di Desa Benteng Tellue Lebih jauh, jika marxisme dengan semangat
liberatifnya jutru menolak agama yang dipandangnya konservatif, Ilmu Sosial
Profetik justru mencari sandaran semangat liberatifnya pada nilai-nilai profetik
transendental dari agama yang telah ditransformasikan menjadi ilmu yang
objektif-faktual. Sementara transendensi merupakan dasar dari dua unsurnya yang
lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan)
sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Dalam Islam salah
satu ciri orang beriman yaitu mereka yang senantiasa rajin shalat berjama’ah. Di
desa Benteng Tellue, kepala pengelola pemrintahan dalam hal ini Kepala Desa
menurut Ambo’ Tang:
“Iyya naseng upujiangngi Ibu Kepala Desa nasaba’ matinulu maccueri
acara-acara dimasji’e nenniya matinulu lao massumpajang barijama’”
Artinya: “Yang saya suka dari ibu Desa karena rajin mengikuti kegiatan
keagamaan dan Shalat berjama’ah di masjid”
Menurut hemat penulis dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa
Ibu Kepala Desa selaku kepala pemerintahan memiliki kepedulian yang tinggi
terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Transendensi menempatkan agama pada
kedudukan yang sangat sentral dalam Ilmu Sosial Profetik.40
39 Wawancara dengan Bunga, Warga Desa Benteng Tellue, pada tanggal 09 Juli 2016,
Pukul 11.15 WITA.
40 Ali Syari’ati, Kritik islam atas Marxisme, dan sesat-pikir Barat lainnya, (Bandung:






Berdasarkan dengan uraian pada bagian pembahasan yang menggunakan
berbagai indikator, maka penulis menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan di
Desa Benteng Tellue dikelola sesuai dengan prinsip keislaman sebagai mana yang
dikatakan al-Mawardi bahwa hendaknya dalam kepemimpinan Islam tidak boleh ada
intervensi yang dapat mempengaruhi pemimpin dalam menjalankan tugasnya
meskipun diketahui bahwa Desa Benteng tellue adalah Desa yang rawan yang dikenal
sebagai desa dengan segala bentuk kekerasan didalamnya namun itu tidak member
intervensi terhadap pemerintah.
Indikator lain yaitu sebagai mana yang telah ditulis oleh Muhammad Elvandi
dalam bukunya inilah politikku serta Drs. KH. Muhadi Zainuddin dan Abdul
Mustaqim, M.Ag dalam bukunya yang berjudul Studi Kepemimpinan Islam.
Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut yang dijadikan sebagai indikator antara
lain adalah prinsip tauhid, asy-syura (musyawarah), al-adalah (keadilan). Dijalankan
dengan baik oleh pemerintah di Desa tersebut terutama dalam mengelola
pemerintahan.
B. Saran
Setelah penulis menguraikan simpulan tersebut, maka di bawah ini akan
diuraikan saran. Adapun saran- yang penulis maksudkan dalam pembahasan skripsi
ini adalah sebagai berikut:
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Kepala Desa dan aparatur pemerintaha yang lain sebaiknya benar-benar
menerapkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar mengandung nilai-nilai
keislaman dan sesuai dengan cita-cita politik profetik sehingga Desa Benteng Tellue
dapat menjadi Desa yang diridhai dan dilindungi oleh Allah SWT.
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Wawancara dengan Muhammad Yamin, Sekretaris Desa, Pada tanggal 12 Juli
2016, Pukul 12.30 WITA
Wawancara dengan Iccang, Masyarakat Desa Benteng Tellue, pada tanggal 27
Juni 2016. Pukul 19.00 WITA
Wawancara dengan Karmatang, warga Desa Benteng Tellue, pada tanggal 8 Juli
2016 pukul 10.15 WITA.
RIWAYAT HIDUP
ASHAR, lahir di Lappae, Kecamatan Amali, Kabupaten
Bone pada tanggal 02 Desember 1993, merupakan anak
pertama dari pasangan Alm. Muhammad Ali Baci dengan
Hj. Raisah, penulis mulai memasuki jenjang pendidikan
formal di SD INPRES 5/81 Ta’cipong pada tahun ajaran
2000/2001 dan selesai pada tahun ajaran 2005/2006. Kemudian melanjutkan
pendidikan di MTs Yapit Taretta tahun ajaran 2005/2006 dan selesai pada tahun
ajaran 2008/2009. Pendidikan Tingkat Menengah Atas  penulis lanjutkan di  MA
Yapit Taretta  tahun 2009 dan selesai tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke
salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar pada tahun 2012 melalui jalur Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN)
dan tercatat sebagai  mahasiswa Fakuktas Ushuluddin, Filsafat dan Politik pada
jurusan Ilmu Politik di UIN Alauddin Makassar.
Adapun pengalaman Organisasi penulis antara lain:
1. Pengurus BEM Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, periode 2013-2014,
2. Pengurus Kerukunan Mahasiswa Amali-Bone,  periode 2013-2015,
3. Sekretaris IV di Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Barat (IPMIBAR), Periode 2014-2016,
4. Pengurus Ikatan Alumni Yapit Taretta, periode 2014-sekarang,
5. Anggota HMI Komisariat Ushuluddin, Filsafat dan Politik,
6. Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Alauddin
Makassar, dan
7. Anggota Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (HIMABIM) UIN Alauddin Makassar
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